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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian tentang sistem pembayaran 

upah pekerja perkebunan kelapa sawit di PT. Tunas Baru 

Lampung desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten 

Banyuasin maka penuli simpulkan bahwa: 

1. Sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit 

di PT. Tunas Baru Lampung desa Sidomulyo Kecamatan 

Air Kumbang Kabupaten Banyuasin yaitu bulanan, akan 

tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah, 

perusahaan tidak ada melakukan perjanjian kerja hitam 

diatas putih dengan pekerja, sehingga pekerja tidak 

mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak 

mereka. 

2. Dasar hukum pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa 

sawit di PT. Tunas Baru  desa Sidomulyo Kecamatan Air 

Kumbang Kabupaten Banyuasin adalah berdasarkan UMK 
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(Upah Minimum Kabupaten) sebagai pembayaran tersebut 

dan telah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota 

(UMK) apabila pekerja mencapai target 28 hari kerja. 

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem 

pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit di PT. 

Tunas Baru Lampung desa Sidomulyo Kecamatan Air 

Kumbang Kabupaten Banyuasin diketahui bahwa . Dalam 

islam ini tidak diperbolehkan karena pembayaran upah 

harus segera di laksanakan setelah pekerjaan nya selesai 

sesuai dengan hadist yang menganjurkan agar majikan 

memberikan upah atau jasa kepada orang yang kamu 

pekerjakan sebelum kering keringat mereka. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan 

informasi hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: 

1. Seharusnya upah dibayar sesuai dengan tanggal yang pasti, agar 

pihak pekerja bisa memenuhi kebutuhannya. Sebelum 

melakukan pekerjaan hendaknya pihak perusahaan dan pekerja 

melakukan perjanjian kerja, sebagaimana yang sudah diatur 
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Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah 

untuk tanggal pembayaran, agar kerja sama antara pengusaha 

dan pekerja saling menguntungkan dan tidak ada yang 

terzholimi dan mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, pihak 

perusahaan harusnya bekerja sama dengan pihak bank supaya 

upah yang diterima pekerja dapat diberikan secara transfer 

rekening sehingga pekerja tidak harus mengambil upah nya 

kekantor.  

2. Seharusnya pekerja lebih berani untuk mengetahui hak-hak 

yang akan ia terima sebelum memulai pekerjaan dalam sebuah 

perusahaan dan berani untuk menuntut hak-hak yang 

seharusnya diterima sebagai pekerja. 
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